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ABSTRAK

Pariwisata merupakan salah satu sektor strategis dalam pembangunan
ekonomi daerah, termasuk melalui pengelolaan kawasan kuliner sebagai daya tarik
wisata. Salah satu upaya Pemerintah Kota Padang dalam meningkatkan kualitas
destinasi wisata adalah dengan merelokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) ke Pusat
Kuliner Pantai Padang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana tata
kelola pusat kuliner tersebut dalam meningkatkan fasilitas publik serta
mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik
purposive sampling terhadap sembilan informan yang terdiri dari pihak Dinas
Pariwisata, pedagang, dan pengunjung. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui
wawancara, observasi, dan dokumentasi, yang kemudian dianalisis menggunakan
model Miles dan Huberman melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan
penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tata Kelola Pusat Kuliner Pantai
Padang memiliki perencanaan yang cukup matang, ditunjang oleh regulasi formal
seperti Perda No. 3 Tahun 2014 dan Perwako No. 253 Tahun 2014. Namun
pengorganisasian tidak dilakukan secara nyata di lapangan, dan fungsi pengawasan
oleh Dinas Pariwisata belum optimal. Faktor pendukung yang ditemukan meliputi
keberadaan regulasi, penyediaan fasilitas dasar, serta pelatihan kewirausahaan bagi
PKL. Faktor penghambat tersebut meliputi penolakan sebagian PKL terhadap
relokasi, keterbatasan fasilitas pendukung, dan lemahnya pengawasan keberlanjutan.
Kesimpulannya, tata kelola pusat kuliner masih perlu diperkuat terutama pada aspek
pelaksanaan dan pengawasan. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan ilmu
administrasi publik, khususnya dalam pengelolaan ruang publik pariwisata, dan dapat
menjadi rujukan dalam kebijakan tata kelola kawasan kuliner secara inklusif dan
partisipatif.

Kata Kunci: Tata Kelola, Pusat Kuliner, Fasilitas Publik, Relokasi PKL, Pemerintah
Daerah
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BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG

Pariwisata merupakan salah satu penyumbang utama
perekonomian Indonesia. Menurut data Kementerian Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif (2023), sektor pariwisata menyumbang 4,1% total
PDB negara dan mampu menyerap 14,7% total tenaga kerja. Menurut
Spillane (2019), Pariwisata merupakan sektor strategis yang berperan
penting dalam pembangunan ekonomi nasional dan regional. Sebagai
industri multisektoral, pariwisata tidak hanya berkontribusi dalam
peningkatan pendapatan lokal tetapi juga memainkan peran penting
dalam menciptakan lapangan kerja, mendorong pembangunan
infrastruktur, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal
(UNWTO, 2023).

Kehadiran sektor pariwisata turut menjadi katalisator
berkembangnya berbagai sektor ekonomi lainnya seperti transportasi,
akomodasi, perhotelan, dan industri kreatif, sehingga dapat menciptakan
dampak berlipat yang signifikan terhadap perekonomian. (Cooper et al.,
2023). Dengan berbagai dampak positif tersebut, pengelolaan destinasi
wisata yang baik menjadi aspek krosial dalam mendukung
keberlanjutan industri ini.

Salah satu destinasi wisata unggulan dikota Padang adalah Pantai

Padang. Destinasi ini memiliki daya tarik utama karna letaknya yang



strategis dipusat kota, sehingga mudah dijangkau oleh wisatawan.
Dalam tiga tahun terakhir data dari ditas pariwisata kota padang (2023)
menunjukkan adanya peningkatan jumlah kunjungan wisatawan, setelah
pandemi Covid 19, dengan dominasi wisatawan domestik. Hal ini
menunjukkan  potensi besar bagi pemerintah untuk terus
mengembangkan kawasan Pantai Padang guna meningkatkan daya tarik
dan kenyamanan bagi pengunjung. Secara lengkap data kunjungan
wisata dapat dilihat pada tabel 1.1 dibawah ini

Tabel 1.1 Jumlah wisatawan berkunjung ke Kota Padang

Jumlah wisatawan Jumlah Wisatawan Mancanegara dan Domestik
2021 2022 2023
Mancanegara 1.538,00 22.995,00 29.912,00
Domestik 5.384.236,00 2.832.140,00 3.631.035,00
Jumlah 5.472.587,00 2.855.135,00 3.660.947,00

Sumber: Dinas Pariwisata Kota Padang

Sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas destinasi wisata,
pemerintah kota Padang telah melakukan beberapa inisiatif, salah satunya
adalah pembentukan Pusat Kuliner Pantai Padang di jembatan Cimpago.
Pada bulan September 2023, Pemerintah Kota Padang memberikan tempat
berjualan baru untuk pedagang kaki lima di Pasar Kuliner Pantai Padang
yang lokasinya berada berada di samping Jembatan Cimpago dan
dahulunya merupakan lahan parkir (Zulfikar, 2023). Dalam
(padang.go.id), Pembangunan pusat kuliner Pantai Padang ini, merupakan
Solusi yang ditawarkan pemerintah dalam mengatasi permasalahan yang
ada. Karena keberadaan pedagang kaki lima di sepanjang Pantai Purus

mengurangi estetika kawasan wisata.



Berdasarkan informasi dari TribunPadang, Dinas Pariwisata
mencatat bahwa 130 PKL direncanakan untuk dipindahkan ke Pasar
Kuliner Pantai Padang. Namun, hingga saat ini baru 73 PKL yang
melaporkan untuk menggunakan lokasi tersebut. Hal ini disebabkan
karena masih adanya sejumlah PKL yang menolak untuk direlokasi,
meskipun kebijakan ini telah mendapatkan dukungan dari sekitar 900 ribu
warga Padang.

Hasil observasi awal penulis menunjukkan bahwa implementasi
kebijakan ini menghadapi beberapa tantangan, termasuk rendahnya tingkat
terkeisian Pusat Kuliner, ketidakpuasan pedagang terhadap lokasi
baru,serta minimnya fasilitas publik yang mendukung kepuasaan
pengunjung. Hal ini diperkuat dengan wawancara yang penulis lakukan
dengan salah seorang pedagang yang bernama Yeti pada tanggal 20
januari 2025, berikut hasil wawancara awal penulis yaitu :

“...d1 pusat kuliner pantai padang masih sangat sepi
pengunjung, dalam sehari kami cuma laku 4-5 menu paling banyak
kadang juga dalam sehari ga ada yang laku satupun, sehingga
banyak pedagang kaki lima yang kembali berjualan diluar area
pusat kuliner pantai padang...”

Dalam konteks Tata Kelola destinasi wisata, Hakim (2018:3)
dalam penelitiannya menyatakan bahwa sebuah pariwisata dapat
berkembang jika pariwisata itu dikelola dengan baik, prinsip tata kelola
kepariwisataan yang kolaboratif sangat diperlukan untuk menunjang

kepariwisataan. Kemudian Henderson (2023) menyatakan faktor kunci

dalam meningkatkan daya saing suata kawasan wisata perlu ketersediaan



fasilitas publik yang memadai dan aksesibel.

Dalam upaya menciptakan situasi yang aman, tertib, estetis serta
untuk memberikan kepastian hukum yang lebih baik kepada para
pedagang di Pantai Purus Kota Padang maka Pemerintah Kota Padang
dalam penataan dan penertiban pedagang kaki lima (PKL) di Pantai
Padang telah diatur secara resmi melalui Peraturan Daerah (Perda)
Kota Padang Nomor 3 Tahun 2014, Perda ini dirancang sebagai
landasan hukum untuk mengatur dan mengelola aktivitas PKL secara
terstruktur, dengan tujuan menciptakan tatanan kota yang lebih tertib dan
teratur, serta dapat mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat
sekitar. Perda ini memberikan aturan yang jelas mengenai di mana dan
bagaimana pedagang dapat berjualan dengan tetap memperhatikan PKL
dan kenyamanan pengunjung, Di dalam Perda Nomor 3 Tahun 2014
memiliki poin penting yang mengatur tentang keberadan PKL di Kota
Padang. Salah satunya adalah ketentuan mengenai legalitas tempat
berjualan bagi PKL. Dalam Perda ini, disebutkan bahwa pedagang kaki
lima yang resmi adalah pedagang yang tempat berjualnnya telah
ditetapkan dan diberi izin oleh Wali Kota Padang. Hal ini bertujuan untuk
menciptakan aktivitas jual beli di ruang publik tidak mengganggu
kenyamanan masyarakat dan wisatawan atau merusak fasilitas umum.
serta didukung oleh Perda Kota Padang Nomor 11 Tahun 2005 tentang
Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, dan Peraturan Walikota

(Perwako) Padang Nomor 253 Tahun 2014 yang menetapkan Pantai



Padang sebagai Kawasan Wisata.

Peraturan-peraturan ini memberikan dasar hukum yang jelas
untuk pelaksanaan kebijakan penataan, sehingga semua prosedur dan
mekanisme dapat berjalan sesuai aturan yang berlaku. Kemudian
pemerintah menghasilkan suatu inovasi kebijakan publik yaitu berupa
Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 161 Tahun 2007 Pasal 8 ayat 3
tentang Penetapan Lokasi dan Pengaturan Pedagang Kaki (PKL) di objek
wisata pantai padang, dimana maksud dan tujuan umum dari penertiban
Keputusan Walikota Padang Nomor 161 tahun 2007 adalah pertama,
Menyediakan ketertiban, keamanan, dan estetika di Pantai Padang sebagai
objek wisata. Kedua, mengatur penggunaan lahan dengan maksud
meningkatkan pelayanan yang optimal kepada masyarakat pengunjung di
Pantai Padang. Ketiga, merencanakan dan mencatat pedagang sesuai
dengan jumlah pedagang dan luas lahan yang tersedia. Keempat,
menjamin kepastian hukum dalam menjalankan aktivitas pedagang di
Pantai Padang.

Namun dalam impelementasinya ditemukan bahwa para PKL lebih
memilih berjualan di luar lokasi Pusat Kuliner Pantai Padang karena
pengunjung merasa pendapatan mereka berkurang setelah dilakukan
penetapan lokasi pemerintah kepada para PKL.

Dalam perencanaannya Kepala Dinas Pariwisata Kota Padang,
Yudi Indra Syani juga menjelaskan pasar kuliner yang ditawarkan

pemerintah untuk pedagang kaki lima akan disediakan tenda dan karpet.



Yudi menambahkan, dengan adanya Pasar Kuliner Pantai Padang,
nantinya akan menjadi pusat kuliner di tepian pantai yang menarik dan
bersih. Bagi pedagang nanti akan kita fasilitasi tenda, lalu dibuatkan karpet
agar pembeli bisa duduk (lesehan). Konsep ini juga untuk menjaga
kebersihan Pantai Padang" tambahnya. (Kurniati TribunPadang 2023)
Namun dalam pengelolaannya fasilitas publik yang ada di Pusat
Kuliner Pantai Padang masih jauh dari kata layak karna banyaknya para
PKL yang tidak lagi berjualan di Pusat Kuliner dan tidak adanya penataan
yang baik diberikan pemerintah terhadap PKL seperti yang ada di Pasar
Kuliner Padang Panjang yang ditata dengan baik oleh Pemerintah, Berikut

observasi awal penulis dapat dilihat pada gambar 1.1 dibawah ini:

Gambar. 1.1 Kondisi Stand Pusat Kuliner Pantai Padang
Sumber : Dokumentasi Pribadi (2025)

Dari hasil observasi yang penulis lakukan ditemukan fakta di
lapangan bahwa jumlah PKL yang ada di Pusat Kuliner Pantai Padang
tidak seperti apa yang disampaikan pada berita, di berita dikatakan bahwa
jumlah PKL yang direlokasikan sebanyak 73 PKL, namun setelah penulis

melakukan observasi ditemukan bahwasanya jumlah PKL jauh dari apa



yang telah diberitakan. Hal ini membuktikan bahwa tidak terjadinya Tata
Kelola yang baik yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Padang. Kondisi
ini tidak hanya menghambat potensi kawasan sebagai destinasi wisata
yang inklusif, tetapi juga menimbulkan kerugian ekonomi. Ketidakpuasan
pengunjung berpotensi mengurangi tingkat kunjungan ulang dan
kepercayaan masyarakat terhadap tata kelola fasilitas publik di Kota
Padang. Berbeda dengan pasar kuliner Padang Panjang yang sangat ramai
dikunjungi dan memiliki Tata Kelola yang baik seperti gambar dibawah

ini:

Gambar 1.2 Kondisi Stand Pasar Kuliner Padang Panjang
Sumber : Dokumentasi Pribadi (2024)

Gambar 1.2 Gambar diatas menunjukkan bahwa pasar kuliner
Padang Panjang yang memiliki pengelolaan yang baik dan banyak
dikunjungi banyak orang. Hal ini menunjukkan bahwa perbedaan
pengelolaan antara Pasar Kuliner Padang Panjang dan Pusat Kuliner
Pantai Padang terletak pada pengelolaan yang dilakukan oleh pemerintah.
Pasar Kuliner Padang Panjang dikelola dengan baik oleh pemerintah Kota

Padang Panjang, sehingga menjadi salah satu objek wisata yang sering



dikunjungi oleh wisatawan lokal maupun mancanegara. Sementara itu,
meskipun pemerintah Kota Padang telah melakukan realokasi ke Pusat
Kuliner Pantai Padang dengan tujuan menjadikannya sebagai destinasi
wisata yang ramai, potensi lokasinya yang berada di tepi pantai seharusnya
dapat lebih dimaksimalkan agar menarik lebih banyak wisatawan. Akan
tetapi hasil observasi Penulis menunjukkan bahwa Pusat Kuliner Pantai
Padang masih jauh dari pengelolaan yang baik.

Dari sisi regulasi, meskipun Kota Padang menerbitkan Peraturan
Daerah (Perda) Kota Padang No. 3 Tahun 2014 tentang Penataan PKL.
Perda ini bertujuan untuk mengatur dan mengontrol keberadaan PKL di
sekitar Pantai Padang, dengan harapan dapat meningkatkan kualitas
pengalaman wisatawan, mempertahankan keindahan alam, serta
meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. namun
implementasinya belum maksimal. Seperti yang penulis lihat dalam

observasi :

o . 3 X~ -

Gambar 1.3 Penumptikka‘iz Sdmj;ah Di Sékitaran Pusat Kul;'h;r
Pantai Padang
Sumber : Dokumentasi Pribadi (2024)



Gambar 1.3 menunjukkan bahwa timbulan sampah dikawasan
pasar kuliner pantai padang, hal ini menjadi bukti bahwa pengelolaan
belum maksimal sesuai dengan perencanaan. Selain itu, aksesibilitas
infrastruktur di kawasan Pantai Padang masih menjadi kendala utama.
Berdasarkan hasil wawancara Penulis dengan beberapa pengunjung,
banyak pengunjung yang merasa tidak puas terhadap fasilitas publik yang
tersedia, seperti jalur pedestrian (jalur khusus untuk pejalan kaki yang
sejajar dengan jalan raya), toilet umum, sampah yang berserakan, dan
akses bagi penyandang disabilitas.

Melihat urgensi permasalahan ini, evaluasi tata kelola pusat kuliner
pantai padang sangat diperlukan untuk memastikan bahwa fasilitas publik
yang dirancang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dan wisatawan
secara inklusif, efisien, dan berkelanjutan. Saya menyadari betapa
pentingnya perencanaan yang matang dan eksekusi yang tepat dalam
membangun sebuah tempat wisata. kebijakan yang diterapkan benar-benar
berorientasi pada kesejahteraan Masyarakat dan pedagang, dengan
infrastruktur yang tertata rapi, pelayanan publik yang baik dan efisien,
serta lingkungan yang lebih tertib dan nyaman.

Berdasarkan permasalahan diatas, penulis tertarik untuk melakukan
penelitian dengan judul “Tata Kelola Pusat Kuliner Pantai Padang

Dalam Meningkatkan Fasilitas Publik”
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B. IDENTIFIKASI MASALAH
Berdasarkan latar belakang di atas, dapat disimpulkan identifikasi
masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan pusat kuliner pantai padang yang tidak sesuai dari
yang direncanakan,

2. Pengunjung merasa tidak puas dengan fasilitas publik yang ada di
Pusat Kuliner Pantai Padang.

3. Pedagang merasa tidak diberikan tempat dan fasilitas yang layak.

4. Masih banyaknya sampah dikawasan Pusat Kuliner Pantai
Padang.

5. Ketidaknyamanan pengunjung Pusat Kuliner Pantai Padang
karena masih banyaknya aksi pungutan liar, pengamen yang
meminta uang secara paksa.

C. BATASAN MASALAH
Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka dirasa perlu
dilakukan pembatasan masalah agar dalam pengkajian yang dilakukan
lebih terfokus kepada masalah-masalah yang ingin dipecahkan. Adapun
batasan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana Tata kelola pusat
kuliner pantai padang dalam meningkatkan fasilitas publik.
D. RUMUSAN MASALAH
Berdasarkan pada identifikasi masalah yang diuraikan diatas maka

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:
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1. Bagaimana tata kelola pusat kuliner pantai padang dalam
meningkatkan fasilitas publik ?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat pemerintah dalam mengelola
pusat kuliner pantai padang dalam meningkatkan fasilitas publik ?
E. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan pada rumusan masalah diatas, maka penelitian ini

bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui bagaimana tata kelola pusat kuliner pantai
padang dalam meningkatkan fasilitas publik.

2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat pemerintah
dalam tata kelola pusat kuliner pantai padang dalam meningkatkan
fasilitas publik.

F. MANFAAT PENELITIAN

Berdasarkan pada tujuan penelitian diatas, maka manfaat yang

diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan
pengetahuan dan keilmuan yang terkait dengan Ilmu
Administrasi Negara.

2. Secara praktis, penelitian ini bermanfaat bagi:

a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi,
masukan, dan pertimbangan bagi Kepala Dinas Pariwisata

Kota Padang, Kepala bidang destinasi dan daya Tarik
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wisata, sehingga dapat mengurangi kendala dan hambatan
dalam tata Kelola pusat kuliner pantai Padang.

Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan
sebagai bahan kajian bagi pihak lain yang tertarik

melakukan penelitian mengenai permasalahan yang sama.



BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan uraian dari penjelasan diatas, data lapangan yang telah
dipaparkan mengenai Tata Kelola Pusat Kuliner Pantai Padang, belum
berjalan dengan optimal. Setelah melakukan penelitian di lapangan merujuk
kepada pendapat Lloyd & Aho (2020). Adapun kesimpulan penelitian sebagai
berikut:
1. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan
bahwa tata kelola Pusat Kuliner Pantai Padang oleh Dinas Pariwisata
Kota Padang telah dilaksanakan dengan dukungan regulasi yang
jelas, seperti Perda No. 3 Tahun 2014 dan Perwako No. 253 Tahun
2014. Perencanaan relokasi PKL sudah dilakukan melalui penyediaan
lokasi berjualan dan fasilitas fisik seperti kanopi serta pelatihan
keterampilan bagi pedagang. Namun, pengorganisasian belum
dilakukan, dan pengawasan di lapangan masih belum optimal. Hal ini
menunjukkan bahwa meskipun aspek perencanaan telah dilaksanakan
dengan baik, perlu adanya penguatan dalam pelaksanaan teknis dan
pengawasan berkala agar kebijakan tata kelola kawasan dapat
tercapai secara efektif dan berkelanjutan.
2. Faktor Pendukung, Pertama keberadaan dasar hukum yang kuat,
Kedua penyediaan fasilitas fisik oleh pemerintah, Ketiga pelatihan

usaha untuk meningkatkan kualitas PKL.
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3. Faktor Penghambat, Pertama Penolakan dari sebagian besar PKL
untuk direlokasi akibat kekhawatiran penurunan pendapatan, Kedua
minimnya fasilitas yang diberikan oleh Dinas Pariwisata. Ketiga tidak
optimalnya pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata

B. Saran

1. Dinas Pariwisata sebaiknya meningkatkan fasilitas dan sosialisasi
dengan menyediakan infrastruktur untuk meningkatkan kenyamanan
pengunjung dan pedagang.

2. Diharapkan Dinas Pariwisata Kota Padang dapat menindaklanjuti
setiap bentuk upaya pengembangan yang telah dibuat, khususnya
dalam pengelolaan, agar nantinya terjadi tata kelola yang baik.

3. Dibutuhkan sistem pemantauan yang terstruktur untuk mengevaluasi
hasil pelaksanaan program dan menilai kendala serta potensi secara

tepat waktu.
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